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Inisiasi kegiatan pengembangan masyarakat sekitar hutan mengandung sejumlah resiko yang dapat 
mempengaruhi keberhasilan proyek atau kegiatan. Penelitian ini menganalisis resiko yang muncul 
sebagai akibat dari inisiasi proyek kemakmuran hijau yang dilaksanakan oleh KKI Warsi, PPO 
Santiago, dan KPA Winalsa di Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi 
Sumatera Barat. Metode pengumpulan data dilakukan melalui focus group discussion, studi dokumen, 
dan penggalian pendapat pakar. Analisis menggunakan pendekatan proses hirarki analitis atau dikenal 
dengan AHP (analytical hierarchy process) dengan bantuan software ExpertChoice 10. Hasil penelitian 
mengidentifikasi sejumlah resiko yang diakibatkan oleh sulitnya perizinan dari pemerintah, tingginya 
ketergantungan petani terhadap pupuk kimia, kemampuan promosi produk, potensi terjadinya 
kecemburuan sosial, dominasi tokoh/elit lokal, kerumitan peralatan, dan kurangnya pengetahuan 
masyarakat. 
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1 PENDAHULUAN 
Partisipasi aktif dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengembangan masyarakat 
sekitar hutan menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam 
secara berkelanjutan (Barnes dan van Laerhoven 2014; Baynes et al. 2015). Banyak aktivitas LSM 
mendukung kegiatan pengembangan masyarakat yang menjadi prioritas bagi Pemerintah Indonesia 
melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sejumlah kegiatan tersebut bertujuan untuk 
membuka peluang akses lahan hutan negara melalui program perhutanan sosial (PS), memberdayakan 
ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan agroforestry dan pengembangan usaha produktif, serta 
meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dengan melibatkan partisipasi aktif 
masyarakat sekitar hutan. 
Salah satu proyek pengembangan masyarakat adalah Proyek Kemakmuran Hijau (Green 
Prosperity/GP) yang melibatkan partisipasi LSM KKI Warsi, PPO Santiago, dan KPA Winalsa di 
Provinsi Sumatera Barat. Proyek GP merupakan inisiasi kegiatan pengelolaan sumber daya alam secara 
berkelanjutan yang didukung melalui kerjasama antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah 
Indonesia dalam sebuah lembaga yang bernama Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-I). 
Proyek ini menekankan dukungan pada konsep dan implementasi yang saling memperkuat dalam 
membangun pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat melalui inisiasi pemanfaatan energi 
baru dan terbarukan, perlindungan daerah aliran sungai (DAS), dan pemanfaatan sumber daya alam 
terbarukan lainnya (KKI Warsi 2016). Inisiasi proyek GP ini mencakup 2 kabupaten, yaitu Kabupaten 
Solok Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan. Proyek ini telah dijalankan dalam kurun waktu 2 tahun, 
yaitu tahun 2016-2017. 
Implementasi proyek GP di Sumatera Barat memiliki sejumlah resiko yang perlu dipertimbangkan. 
Analisis resiko merupakan sebuah kajian yang penting untuk menjamin keberhasilan proyek sesuai 
dengan tujuan yang telah ditetapkan, terutama untuk mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan 
masyarakat. Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji resiko dominansi elit lokal (elite capture) 
dalam inisiasi kegiatan pembangunan berbasis masyarakat (Platteau dan Gaspart 2003; Fritzen 2007). 
Namun demikian, penelitian resiko terkait pengembangan masyarakat sekitar hutan masih belum 
banyak dilakukan. Kajian resiko juga menjadi kajian yang menarik terkait dengan capaian tujuan 
pengembangan masyarakat, baik yang dilakukan oleh LSM maupun lembaga-lembaga pemerintah. 
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Resiko dapat dinilai sebagai kemungkinan (probability) terjadi sesuatu yang menyebabkan 
konsekuensi tertentu dalam satuan waktu atau aktivitas (Kasperson dan Pijawka 2005). Kemungkinan 
tersebut dapat dilihat dari kerawanan (hazard) dan kerentanan (vulnerability) berbagai aktivitas yang 
diinisiasi. Dalam penelitian ini, aktivitas-aktivitas yang dikaji meliputi: (1) pengembangan usaha 
produktif, (2) pengembangan pertanian organik, (3) pengembangan ekowisata, (4) pengembangan 
biogas, (5) revitalisasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), (6) peningkatan partisipasi 
gender dalam pengembangan masyarakat, dan (7) legalitas hukum dalam pengelolaan hutan. Kajian ini 
mendeskripsikan kerawanan dan kerentanan aktivitas tersebut serta menganalisisnya sesuai dengan 
tujuan aktivitas, kriteria aktivitas, dan kemungkinan resiko dari aktivitas tersebut.  
 
2 TINJAUAN PUSTAKA 
Pengembangan masyarakat (community development) sebagai pendekatan alternatif merupakan 
suatu proses terencana untuk memberdayakan masyarakat dan menumbuhkembangkan partisipasi 
dalam pembangunan guna meningkatkan kualitas hidupnya. Frank dan Smith (1999) menyebutkan 
bahwa pengembangan masyarakat merupakan proses “akar rumput (grassroot)” agar masyarakat lebih 
bertanggung jawab, mengorganisasikan dan merencanakan secara bersama, mengembangkan opsi-opsi 
yang tepat, memberdayakan mereka, mengurangi kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja dan 
ekonomi, serta mencapai tujuan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pengembangan masyarakat 
berkembang seiring dengan menguatnya isu-isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (Ife 2009). 
Inisiasi kegiatan pengembangan masyarakat perlu diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar 
pengembangan masyarakat. Kegiatan yang kurang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut dapat 
dipandang sebagai resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam implementasi kegiatan pengembangan 
masyarakat. Sanders (1958) dan Ife (2002) telah merumuskan sejumlah prinsip pengembangan 
masyarakat, diantaranya pertimbangan kebutuhan, kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat. Terkait 
dengan pengembangan masyarakat sekitar hutan, prinsip-prinsip tersebut menjadi pertimbangan inisiasi 
kegiatan yang perlu difokuskan. Di Sumatera Barat sendiri, berbagai penelitian telah membuktikan 
kuatnya kearifan lokal dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di pedesaan (nagari), terutama 
pada masyarakat sekitar hutan (Michon et al. 1986; Martial et al. 2012; Asmin et al. 2017; Asmin et al. 
2017b). 
Meskipun analisis resiko terkait pengembangan masyarakat sekitar hutan belum banyak 
berkembang, penelitian ini menggunakan perspektif berbasis keputusan dan pengetahuan. Aven (2003) 
menyatakan bahwa analisis resiko berbasis keputusan dan pengetahuan harus mampu memanfaatkan 
pendapat ahli (experts) terkait dengan subjek resiko yang dianalisis. Untuk itu, penelitian ini 
menggunakan proses hirarki analitis yang dikenal dengan AHP (analytical hierarchy process). 
Penggunaan AHP dalam pengambilan keputusan dilakukan karena kemampuannya untuk 
pengkuantifikasian kata-kata dan perasaan sesuai dengan angka sebagai sebuah abstraksi (Saaty 1999). 
Kemampuan tersebut mendorong penggunaan AHP secara luas, seperti diungkapkan Vaidya dan Kumar 
(2006) bahwa AHP dapat digunakan untuk seleksi, evaluasi, benefit-cost analysis, alokasi, perencanaan 
dan pembangunan, prioritas dan rangking, pengambilan keputusan, perkiraan, dan lain sebagainya. 
 
3 METODOLOGI PENELITIAN 
Subjek penelitian adalah manajer program, kooordinator proyek, para tenaga ahli kegiatan, dan 
fasilitator yang berpengalaman di KKI Warsi, PPO Santiago, dan KPA Winalsa sebagai pakar yang 
digali pendapatnya. Objek penelitian adalah inisiasi kegiatan pengembangan masyarakat dari proyek 
GP di Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pengumpulan 
data dilakukan melalui focus group discussion (FGD), studi dokumen, dan penggalian pendapat pakar. 
FGD melibatkan 30 orang yang terdiri atas manajer program, koordinator proyek, dan fasilitator 
masyarakat. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data dari statistik, laporan, 
jurnal/publikasi ilmiah, dan dokumen proposal proyek. Sementara itu, penggalian pendapat pakar 
melibatkan delapan orang yang berasal dari KKI Warsi, PPO Santiago, dan KPA Winalsa. Pakar digali 
pendapatnya terkait dengan kemungkinan suatu kejadian (misalnya kejadian A) dibandingkan dengan 
kejadian yang lain (misalnya kejadian B) sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.1. Analisis dalam 
penelitian ini menggunakan AHP (analytical hierarchy process) dengan bantuan software 
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ExpertChoice. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan 
Desember 2016.  
 
Tabel 3.1. Penilaian pakar terhadap kemungkinan kejadian untuk masing-masing kegiatan 
Nilai Perbandingan 
(Elemen A dibanding-
kan dengan Elemen B) 
Definisi 
1 A sama mungkin dengan B 
3 A sedikit lebih mungkin dari B 
1/3 Kebalikannya (B sedikit lebih mungkin dari A) 
5 A jelas lebih mungkin dari B 
1/5 Kebalikannya (B jelas lebih mungkin dari A) 
7 A sangat jelas lebih mungkin dari B 
1/7 Kebalikannya (B sangat jelas lebih mungkin dari A) 
9 A mutlak lebih mungkin dari B 
1/9 Kebalikannya (B mutlak lebih mungkin dari A) 
2,4,6,8 atau ½, ¼, 1/6, 1/8 Apabila ragu-ragu antara dua nilai elemen yang berdekatan  
 
4 HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Identifikasi Resiko 
Resiko diidentifikasi dari kemungkinan kejadian yang potensial sebagai akibat dari inisiasi 
kegiatan. Berdasarkan focus group discussion (FGD) dan studi dokumen, resiko-resiko yang 
teridentifikasi adalah sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.1. Pembahasan berikut menguraikan 
implementasi masing-masing kegiatan dan definisi operasional masing-masing resiko. 
a. Pengembangan usaha produktif 
Jenis usaha yang dapat dikembangkan dalam wilayah proyek di Kabupaten Solok Selatan dan 
Kabupaten Pesisir Selatan adalah pemanfaatan hasil hutan, agroforestry, pertanian, jasa lingkungan, 
dan budaya. Pemanfaatan hasil hutan dapat berupa pemanfaatan rotan, jernang, bambu, buah-buahan, 
getah, kayu, dan sebagainya dalam kawasan hutan negara atau ulayat. Agroforestry merupakan 
budidaya tanaman campuran (pertanian dan kehutanan) dalam suatu lahan seperti campuran pohon 
kayu-kayuan dengan kapulaga, kopi, kakao, dan sebagainya. Pertanian dapat berupa sawah, palawija, 
hortikultura, dan sebagainya. Jasa lingkungan merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya alam 
melalui wisata, pemanfaatan air, perdagangan karbon, dan sebagainya. Sedangkan budaya dapat berupa 
kuliner, kerajinan, seni, dan sebagainya. 
Untuk menginisiasi kegiatan tersebut, sejumlah kerawanan dan kerentanan teridentifikasi sebagai 
berikut: 
a. Perizinan sulit dapat diartikan sebagai adanya hambatan birokrasi, tidak adanya dukungan 
legalitas, kerumitan prosedur, dan sebagainya. 
b. Pengetahuan kurang dapat diartikan sebagai kurangnya keterampilan, kapasitas kelembagaan, 
tidak mengetahui aturan, tidak mengetahui peluang, dan sebagainya. 
c. Harga tidak sesuai dapat diartikan sebagai rendahnya harga jual di pasar, tekanan harga oleh 
pihak lain, dan sebagainya. 
d. Infrastruktur tidak memadai dapat diartikan sebagai kurangnya aksesibilitas, dukungan 
pembiayaan keuangan, teknologi, dan sebagainya. 
e. Bahan baku kurang dapat diartikan sebagai keterbatasan bibit, keterbatasan suplai, dan 
sebagainya. 
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Tabel 4.1. Kemungkinan kerawanan masing-masing kegiatan pengembangan masyarakat 
Kegiatan Kemungkinan Kejadian Sumber Pendukung 
1. Pengembangan 
usaha produktif 
(1) perizinan sulit, (2) pengetahuan 
kurang, (3) harga tidak sesuai, (4) 
infrastruktur tidak memadai, (5) bahan 
baku kurang, (6) pasar sulit 
Hasil FGD (2016), Kusrini et 
al. (2017), Setiawan et al. 
(2016), Siregar et al. (2013) 
2. Pengembangan 
pertanian organik 
(1) ancaman hama peyakit tanaman 
(HPT), (2) sharing pengetahuan 
kurang, (3) ketergantungan pupuk 
kimia, (4) produksi menurun, (5) 
bahan baku lokal kurang, dan (6) 
pemasaran sulit 
Hasil FGD (2016), Sari et al. 
(2015), Wulandari dan 




(1) perizinan sulit, (2) pengetahuan 
kurang, (3) kelembagaan lemah, (4) 
infrastruktur tidak memadai, (5) 
dukungan kurang, dan (6) promosi 
kurang  
Hasil FGD (2016), Meilani 
dan Muntasib (2013), Karsudi 




(1) perizinan sulit, (2) keterampilan 
kurang, (3) kesepakatan sulit, (4) 
lahan tidak memadai, (5) bahan baku 
kotoran kurang, dan (6) adanya 
kecemburuan sosial 
Hasil FGD (2016), Dianawati 
dan Mulijanti (2015), 
Inderawati et al. (2016), 





(1) perizinan sulit, (2) keterampilan 
kurang, (3) kesepakatan sulit, (4) 
pasokan air tidak memadai, (5) 
kesulitan alat, dan (6) teknologi rumit 
Hasil FGD (2016), 
Kusdariyanto (2013), Sallata 






(1) marginalisasi yang miskin, (2) 
dominansi pria, (3) dominansi tokoh, 
(4) marginalisasi perempuan, (5) 
adanya resistensi, dan (6) 
eksklusivitas kelompok  
Hasil FGD (2016), Elizabeth 
(2007), Platteau dan Gaspart 




(1) perizinan sulit, (2) pengetahuan 
kurang, (3) kekecewaan masyarakat, 
(4) dukungan kurang, (5) inkonsistensi 
masyarakat, dan (6) kerumitan 
fasilitasi 
Hasil FGD (2016), Moeliono 
et al. (2017), Santika et al. 
(2017), Asmin et al. (2017a) 
 
b. Pengembangan pertanian organik 
Pertanian organik dapat dilakukan pada masyarakat pertanian yang marjinal, masyarakat pertanian 
subsisten, dan masyarakat pertanian komersial. Masyarakat pertanian yang marjinal adalah masyarakat 
yang pada umumnya petani tetapi pengetahuan dan kepentingannya masih termarjinalkan. Masyarakat 
pertanian subsisten merupakan masyarakat yang pada umumnya petani tetapi produksi pertaniannya 
masih memenuhi kebutuhan keluarga sendiri. Sementara itu, masyarakat pertanian komersial 
merupakan masyarakat yang pada umumnya petani tetapi orientasi produksinya untuk memenuhi 
kebutuhan sendiri dan pasar. 
Untuk menginisiasi kegiatan tersebut, sejumlah kerawanan dan kerentanan teridentifikasi sebagai 
berikut: 
a. Ancaman HPT dapat berupa potensi serangan hama dan penyakit terhadap tanaman yang 
dibudidayakan. 
b. Sharing pengetahuan kurang dapat berupa kemauan berbagi pengetahuan antar individu atau 
kelompok masih terbatas. 
c. Ketergantungan pupuk kimia dapat diartikan sebagai kemungkinan yang besar terhadap 
penggunaan pupuk kimia karena alasan produksi atau penanggulangan resiko budidaya. 
d. Produksi menurun dapat diartikan sebagai kemungkinan produksi tidak sesuai dengan harapan 
sehingga mempengaruhi kemauan adopsi pertanian organik. 
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e. Bahan baku lokal kurang dapat diartikan sebagai ketersediaan bahan organik untuk produksi 
terbatas atau bahan organik belum terolah dengan baik. 
f. Pemasaran sulit dapat diartikan sebagai keterbatasan pasar, jangkauan pasar yang jauh, dan 
sebagainya. 
 
c. Pengembangan ekowisata 
Kegiatan ekowisata dapat diinisiasi menurut basis ODTW yang akan dikembangkan, diantaranya 
basis alam, budaya, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan fisik buatan. Basis alam dapat berupa atraksi 
pemandangan alam, goa, sungai, danau, air terjun, satwa, tumbuhan, dan sebagainya. Basis budaya 
dapat berupa atraksi kesenian, upacara adat, kuliner, dan sebagainya. Basis aktivitas ekonomi dapat 
berupa atraksi aktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, perdagangan, dan sebagainya. Basis 
pendidikan dapat berupa atraksi pendidikan lingkungan, pendidikan budaya, pendidikan pertanian, dan 
sebagainya. Sementara itu, basis fisik buatan dapat berupa atraksi bangunan rumah adat, tempat 
pemandian buatan, dan sebagainya. 
Untuk menginisiasi kegiatan tersebut, sejumlah kerawanan dan kerentanan teridentifikasi sebagai 
berikut: 
a. Perizinan sulit dapat diartikan sebagai adanya hambatan birokrasi, tidak adanya dukungan 
legalitas, kerumitan prosedur, dan sebagainya. 
b. Pengetahuan kurang dapat diartikan sebagai kurangnya keterampilan, kapasitas kelembagaan, 
tidak mengetahui aturan, tidak mengetahui peluang, dan sebagainya. 
c. Kelembagaan lemah dapat diartikan sebagai rendahnya kemampuan kelembagaan, tekanan oleh 
pihak lain, dan sebagainya. 
d. Infrastruktur tidak memadai dapat diartikan sebagai kurangnya aksesibilitas, dukungan 
pembiayaan keuangan, teknologi, dan sebagainya. 
e. Dukungan kurang dapat diartikan sebagai keterbatasan keterbatasan dukungan pemerintah, 
pemuka masyarakat, dan sebagainya. 
f. Promosi kurang dapat diartikan sebagai keterbatasan wisatawan, jangkauan pasar wisata yang 
jauh, dan sebagainya. 
 
d. Pengembangan biogas 
Kegiatan ini dapat dilakukan oleh peternak sapi, keluarga miskin, kelompok pemuda, kelompok 
tani, dan kelompok wanita. Peternak sapi adalah individu atau kelompok yang memiliki sapi dan 
memelihara ternak sapi. Keluarga miskin adalah individu atau kelompok yang memilki pendapatan 
yang masih belum memadai dan diharapkan dengan biogas ini dapat meningkatkan kesejahteraannya. 
Kelompok pemuda adalah kelompok yang digerakkan oleh pemuda dan berpotensi melaksanakan 
pengembangan biogas. Kelompok tani adalah kelompok yang beranggotakan petani dan memiliki minat 
dan potensi dalam pengembangan biogas. Sementara itu, kelompok wanita adalah kelompok yang 
berbasiskan pada partisipasi wanita dan memiliki minat dan potensi dalam pengembangan biogas. 
Untuk menginisiasi kegiatan tersebut, sejumlah kerawanan dan kerentanan teridentifikasi sebagai 
berikut: 
a. Perizinan sulit dapat diartikan sebagai adanya hambatan birokrasi, tidak adanya dukungan 
legalitas, kerumitan prosedur, dan sebagainya. 
b. Keterampilan kurang dapat diartikan sebagai kurangnya pengetahuan pembangunan dan 
pemeliharaan biogas. 
c. Kesepakatan sulit dapat diartikan sebagai kerumitan membangun kesepakatan antar individu atau 
kelompok, tekanan oleh pihak lain, dan sebagainya. 
d. Lahan tidak memadai dapat diartikan sebagai kesulitan lahan untuk instalasi biogas. 
e. Kotoran kurang dapat diartikan sebagai keterbatasan bahan baku untuk menyuplai dan 
mengaktifkan biogas. 
f. Kecemburuan sosial dapat diartikan sebagai adanya keluhan dari individu atau kelompok lain 
yang dapat menganggu keberhasilan pembangunan biogas. 
 
e. Revitalisasi PLTMH 
Kegiatan ini merupakan upaya untuk memfungsikan kembali dan meningkatkan kapasitas 
pembangkit PLTMH yang telah ada. Subjek yang dapat dipertimbangkan adalah masyarakat tak 
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berlistrik, masyarakat berlistrik PLN, masyarakat yang berkomitmen, kelompok khusus, atau kelompok 
baru yang dibentuk. Masyarakat tak berlistrik adalah individu atau kelompok yang belum mendapatkan 
aliran listrik. Masyarakat berlistrik PLN adalah individu atau kelompok yang sudah mendapatkan 
fasilitas listrik dari PLN, tapi belum semua individu atau kelompok mendapatkan fasilitas tersebut. 
Masyarakat berkomitmen adalah individu atau kelompok yang memiliki keinginan kuat untuk 
memanfaatkan sumber daya energi lokal. Kelompok khusus adalah ada sejumlah individu atau 
kelompok yang telah mengelola sumber daya energi lokal secara mandiri atau swadaya. Sementara itu, 
kelompok baru adalah kelompok yang dibentuk karena adanya rencana proyek revitalisasi PLTMH. 
Untuk menginisiasi kegiatan tersebut, sejumlah kerawanan dan kerentanan teridentifikasi sebagai 
berikut: 
a. Perizinan sulit dapat diartikan sebagai adanya hambatan birokrasi, tidak adanya dukungan 
legalitas, kerumitan prosedur, dan sebagainya. 
b. Keterampilan kurang dapat diartikan sebagai kurangnya pengetahuan pembangunan dan 
pemeliharaan PLTMH. 
c. Kesepakatan sulit dapat diartikan sebagai kerumitan membangun kesepakatan antar individu atau 
kelompok, tekanan oleh pihak lain, dan sebagainya. 
d. Suplai air tidak memadai dapat diartikan sebagai kesulitan pasokan air untuk pembangkit. 
e. Kesulitan alat dapat diartikan sebagai keterbatasan alat dan bahan untuk pembangunan dan 
pemeliharaan pembangkit dan instalasi PLTMH. 
f. Teknologinya rumit dapat diartikan sebagai adanya kesulitan individu atau kelompok untuk 
menguasai teknologi dalam pembangunan dan pemeliharaan pembangkit dan instalasi. 
 
f. Peningkatan partisipasi gender dan pengembangan masyarakat 
Kegiatan ini merupakan upaya untuk merespon isu-isu gender dalam pengelolaan sumber daya 
alam dan pengembangan masyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam aspek pengetahuan, 
pengambilan keputusan, kegiatan inklusif, pemenuhan kebutuhan, dan kelembagaan. Pengetahuan 
adalah aktivitas-aktivitas peningkatan kognisi masyarakat seperti pelatihan, sosialisasi, dan sebagainya. 
Pengambilan keputusan adalah proses penentuan aksi dan tujuan yang dilakukan oleh individu atau 
kelompok untuk menyeimbangkan kekuatan dan kepentingan dalam suatu komunitas. Kegiatan inklusif 
adalah inisiasi aktivitas yang mampu melibatkan individu atau kelompok sesuai dengan 
kepentingannya. Pemenuhan kebutuhan adalah orientasi aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan 
individu atau kelompok untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Sementara itu, 
kelembagaan adalah penguatan peran dan aturan dalam masyarakat dalam pengelolaan sumber daya 
alam. 
Untuk menginisiasi kegiatan tersebut, sejumlah kerawanan dan kerentanan teridentifikasi sebagai 
berikut: 
a. Marginalisasi yang miskin dapat diartikan sebagai adanya kemungkinan masyarakat miskin 
kurang terakomodasi kepentingannya. 
b. Dominansi pria dapat diartikan sebagai adanya indikasi kekuasaan pria melebihi kekuasaan 
perempuan yang menyebabkan pengelolaan sumber daya alam kurang berkeadilan. 
c. Dominansi tokoh dapat diartikan sebagai adanya indikasi kekuasaan tokoh melebihi kekuatan 
individu atau kelompok lain yang menyebabkan pengelolaan sumber daya alam kurang 
berkeadilan. 
d. Marginalisasi perempuan dapat diartikan sebagai adanya kemungkinan perempuan kurang 
terakomodasi kepentingannya. 
e. Adanya resistensi dapat diartikan sebagai kemungkinan penolakan beberapa individu atau 
kelompok terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. 
f. Eksklusivitas kelompok dapat diartikan sebagai kemungkinan terbentuknya kelompok-kelompok 
elit dalam pengelolaan sumber daya alam. 
 
g. Legalitas hukum dalam pengelolaan hutan 
Kegiatan ini merupakan upaya untuk menjamin kepastian hak kelola terhadap sumber daya hutan 
yang diklaim sebagai kawasan hutan negara. Ada sejumlah hal yang dapat mendorong legalitas ini yaitu 
kebutuhan lahan, klaim ulayat, kebutuhan pembangunan, ancaman hutan, dan inisiatif sendiri. 
Kebutuhan lahan dapat berupa kebutuhan masyarakat terhadap lahan pertanian, perkebunan, dan 
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sebagainya sebagai sumber-sumber mata pencaharian masyarakat. Klaim ulayat dapat berupa 
pengakuan hak ulayat kaum, suku, atau nagari terhadap sejumlah kawasan hutan negara. Kebutuhan 
pembangunan dapat berupa kebutuhan-kebutuhan nagari untuk memaksimalkan manfaat hutan yang 
dimilikinya seperti pemanfaatan wisata, pelaksanaan anggaran dana nagari, dan sebagainya. Ancaman 
hukum dapat berupa adanya preseden sanksi hukum negara terhadap aktivitas masyarakat yang 
dianggap illegal, kasus hukum yang membuat ketakutan masyarakat, dan sebagainya. Sementara itu, 
inisiatif sendiri dapat berupa adanya kesadaran masyarakat untuk menyelamatkan hutan, kesadaran 
manfaat dan fungsi hutan bagi keberlanjutan komunitasnya, dan sebagainya. 
Untuk menginisiasi kegiatan tersebut, sejumlah kerawanan dan kerentanan teridentifikasi sebagai 
berikut: 
a. Perizinan sulit dapat diartikan sebagai adanya hambatan birokrasi, tidak adanya dukungan 
legalitas, kerumitan prosedur, dan sebagainya. 
b. Pengetahuan kurang dapat diartikan sebagai kurangnya keterampilan, kapasitas inisiasi, tidak 
mengetahui aturan, tidak mengetahui peluang, dan sebagainya. 
c. Kekecewaan masyarakat dapat diartikan sebagai bentuk respon negatif masyarakat terhadap 
kerumitan birokrasi dan keinginan politik pemerintah, proses fasilitasi yang kurang tepat, dan 
sebagainya. 
d. Inkonsistensi masyarakat dapat diartikan sebagai adanya keragu-raguan masyarakat terhadap 
pentingnya legalitas, adanya tekanan dari pihak lain, dan sebagainya. 
e. Dukungan kurang dapat diartikan sebagai keterbatasan dukungan pemerintah, pemuka 
masyarakat, dan sebagainya. 
f. Kerumitan fasilitasi dapat diartikan sebagai kesulitan adaptasi fasilitator terhadap kondisi-kondisi 
dan argumentasi-argumentasi masyarakat. 
 
4.2 Resiko Pengembangan Masyarakat 
Berdasarkan hasil analisis menggunakan ExpertChoice 10, Tabel 4.2. menyajikan peringkat resiko 
berdasarkan nilai skor yang dikompilasi dari pendapat pakar. Dari berbagai kegiatan pengembangan 
masyarakat yang diinisiasi oleh KKI Warsi, PPO Santiago, dan KPA Winalsa, resiko dapat muncul 
akibat sulitnya perizinan dari pemerintah, tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk kimia, 
kemampuan promosi produk, potensi terjadinya kecemburuan sosial, dominasi tokoh/elit lokal, 
kerumitan peralatan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat. 
Secara umum, resiko pengembangan masyarakat dapat disebabkan oleh empat kategori kendala, 
yaitu birokrasi, sosial budaya, kapasitas, dan teknologi. Kendala birokrasi menyangkut hal-hal yang 
berkaitan dengan kesulitan perizinan dan komitmen dukungan pemerintah terhadap berbagai upaya 
untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Sudjatmoko dan Setyowati 
(2017) mengindikasikan kendala birokrasi terjadi karena adanya kebekuan komunikasi antara elit 
pemerintah dengan masyarakat yang perlu disikapi dengan membangun tanggung jawab sosial 
pemerintah (government social responsibility). 
Kendala sosial budaya berkaitan dengan struktur sosial masyarakat yang menempatkan peran 
tokoh adat dan status sosial sebagai indikator partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini 
dapat menyebabkan kecemburuan sosial dari setiap strata sosial yang ada dalam masyarakat dan 
dominasi tokoh dari beberapa elit masyarakat yang memiliki kewenangan yang luas dalam pengambilan 
keputusan.  Penelitian Platteau dan Gaspart (2003) dan Fritzen (2007) juga telah mengindikasikan 
adanya dominasi elit masyarakat dalam berbagai proyek pengembangan masyarakat. Sebenarnya, 
pengembangan masyarakat perlu memperkuat nilai-nilai sosial budaya lokal yang mengandung etika 
dan moral dalam pengelolaan sumber daya alam. 
Kendala kapasitas menyangkut partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. 
Partisipasi adalah pelibatan masyarakat dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengendalian. Partisipasi dapat dilihat sebagai alat maupun tujuan dalam mencapai 
kesejahteraan masyarakat. Menurut Uphoff et al. (1979), ada tiga dimensi dari partisipasi, yaitu apa 
jenis partisipasi, siapa berpartisipasi, dan bagaimana berpartisipasi. Partisipasi dapat diperkuat melalui 
pemberdayaan masyarakat karena memberdayakan artinya menumbuhkembangkan kemauan, 
menyebarluaskan kesempatan, dan mendayagunakan kemampuan yang dimiliki dengan seiring dan 
sejalan. Kemauan, kesempatan, dan kemampuan merupakan konsep kunci dari partisipasi.   
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Tabel 4.2. Peringkat resiko berdasarkan analisis menggunakan AHP 
Kegiatan Peringkat Resiko menurut Skor 
1. Pengembangan usaha 
produktif 
(1) perizinan sulit (0,309), (2) harga tidak sesuai (0,180), (3) 
infrastruktur tidak memadai (0,172), (4) pasar sulit (0,158), (5) 
pengetahuan kurang (0,101), dan (6) bahan baku kurang (0,080)  
2. Pengembangan 
pertanian organik 
(1) ketergantungan pupuk kimia (0,394), (2) sharing pengetahuan 
kurang (0,233), (3) bahan baku lokal kurang (0,132), (4) produksi 
menurun (0,090), (5) pemasaran sulit (0,084), dan (6) ancaman 
hama peyakit tanaman (0,067) 
3. Pengembangan 
ekowisata 
(1) promosi kurang (0,359), (2) infrastruktur tidak memadai 
(0,210), (3) dukungan kurang (0,175), (4) kelembagaan lemah 
(0,113), (5) pengetahuan kurang (0,090), (6) perizinan sulit 
(0,053) 
4. Pengembangan biogas  (1) adanya kecemburuan sosial (0,374), (2) bahan baku kotoran 
kurang (0,173), (3)  kesepakatan sulit (0,164), (4) keterampilan 
kurang (0,108), (5) lahan tidak memadai (0,104), dan (6) 





(1) kesulitan alat (0,298), (2) teknologi rumit (0,298), (3) 
keterampilan kurang (0,149), (4) perizinan sulit (0,096), (5) 
kesepakatan sulit (0,092), dan (6) pasokan air tidak memadai 
(0,086) 
6. Peningkatan 
partisipasi gender dan 
pengembangan 
masyarakat 
(1) dominansi tokoh (0,303), (2) dominansi pria (0,262), (3) 
marginalisasi yang miskin (0,140), (4) marginalisasi perempuan 
(0,124), (5) eksklusivitas kelompok (0,100), dan (6) adanya 
resistensi (0,071) 
7. Legalitas hukum 
dalam pengelolaan hutan 
(1) pengetahuan kurang (0,313), (2) inkonsistensi masyarakat 
(0,234), (3) perizinan sulit (0,218), (4) kekecewaan masyarakat 
(0,138), (5) dukungan kurang (0,050), dan (6) kerumitan fasilitasi 
(0,048) 
 
Kendala teknologi juga berkaitan dengan kemampuan adopsi teknologi baru pada tingkat 
masyarakat. Adopsi teknologi dapat berhasil jika teknologi yang digunakan dapat bermanfaat langsung 
bagi pendapatan masyarakat dan kemudahan adaptasi teknologi sesuai dengan kapasitas masyarakat 
(Indraningsih 2011). Tentunya, tantangan adopsi teknologi adalah penyesuaian dengan pengetahuan 
lokal dan kearifan lokal pada masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam lokal. 
 
5 PENUTUP 
Kegiatan pengembangan masyarakat yang diinisiasi oleh KKI Warsi, PPO Santiago, dan KPA 
Winalsa memiliki sejumlah resiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan kegiatan itu sendiri. Resiko 
lebih mungkin muncul akibat sulitnya perizinan dari pemerintah, tingginya ketergantungan petani 
terhadap pupuk kimia, kemampuan promosi produk, potensi terjadinya kecemburuan sosial, dominasi 
tokoh/elit lokal, kerumitan peralatan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Berdasarkan identifikasi 
dan analisis resiko yang dilakukan, resiko dapat dikategorikan menurut kendala-kendala yang ditemui, 
yaitu kendala birokrasi, kendala sosial budaya, kendala kapasitas, dan kendala teknologi. 
Hasil penelitian ini memberikan implikasi pada perbaikan strategi-strategi pemberdayaan 
masyarakat yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. 
Para pihak perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang menjadi tolok ukur 
bagi inisiasi berbagai proyek atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam lokal 
seperti sumber daya hutan. 
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